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ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYANDANG DISABILITAS
MENTAL (ODGJ). pertanggung jawaban pidana penyandang disabilitas mental
sering kali menjadi tanggung jawab sistem peradilan pidana dan dapat melibatkan
evaluasi psikologis dan psikiatris yang komprehensif agar terhindar dari
pemindanaan, maka dari itu Terdapat perbedaan sanksi dalam Pasal 44 KUHP dan
Pasal 38,39 KUHP Baru Undang-Undang 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa
(ODGJ). Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian
normatif

Dari hasil penelitian ini perbedaan dalam pasal 38-39 KUHP baru dan pasal
44 ayat 1 dan 2 KUHP bagi pelaku penyandang disabilitas mental (ODGJ),terdapat
perbedaan di dalam penerapan sanksinya, dari pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP tidak
menyebutkan secara khusus mengenai pertanggung jawaban pidana penyandang
disabilitas mental termasuk (ODGJ), sedangkan didalam KUHP baru pada pasal 38
dan pasal 39 KUHP baru undang- undang nomor 1 tahun 2023 dimana terdapat
pelaku tindak pidana yang menderita disabilitas mental atau disabilitas intelektual
masih dikenakan sanksi pidana. upaya Penanggulangan dan pencegahan kejahatan
oleh pelaku penyandang disabilitas mental (ODGJ) dengan sarana non penal lebih
menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan
terjadi; berupa razia, melakukan sosialisasi dan lain-lain. Sedangkan penanggulangan
kejahatan dengan sarana penal dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu
dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 38 dan 39 KUHP
baru

Kata Kunci: pertanggung jawaban pidana, penyandang disabilitas mental,
Penanggulangan Kejahatan.



ABSTRAK

This thesis is entitled JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL
RESPONSIBILITY FOR OFFENDERS WITH MENTAL DISABILITIES (ODGJ).
Criminal responsibility for people with mental disabilities is often the responsibility
of the criminal justice system and can involve comprehensive psychological and
psychiatric evaluation to avoid prosecution, therefore there are differences in
sanctions in Article 44 of the Criminal Code and Articles 38.39 of the New Criminal
Code Law 1 Year 2023 Concerning the Criminal Code (KUHP) committed by People
with Mental Disorders (ODGJ). In this thesis research the author uses a normative
analysis method.

From the results of this research, there are differences in articles 38-39 of the
new Criminal Code and Article 44 paragraphs 1 and 2 of the Criminal Code for
perpetrators with mental disabilities (ODGJ), there are differences in the application
of sanctions, Article 44 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code does not mention
specifically regarding the criminal liability of people with mental disabilities,
including (ODGJ), whereas in the new Criminal Code in Article 38 and Article 39 of
the New Criminal Code, Law Number 1 of 2023, where there are perpetrators of
criminal acts who suffer from mental disabilities or intellectual disabilities, they are
still subject to criminal sanctions. Efforts to overcome and prevent crime by
perpetrators with mental disabilities (ODGJ) using non-penal means place more
emphasis on preventive (prevention/control) properties before the crime occurs; in the
form of raids, conducting outreach and so on. Meanwhile, crime prevention using
penal means can be carried out through the criminal justice system, namely by
applying criminal sanctions as regulated in articles 38 and 39 of the New Criminal
Code.

Kata Kunci: criminal responsibility, people with mental disabilities, Crime
Prevention.
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